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PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Urbanisasi yaitu gerak perpindahan penduduk dari desa ke kota yang paling
menonjol karena kebanyakan dapat ditemui di negara-negara berkembang dari desa ke
kota. Hal ini disebabkan bukan hanya oleh perubahan sosial dalam kehidupan
masyarakat sehari-hari, melainkan juga akibat kesenjangan pertumbuhan antara
masyarakat desa dan masyarakat kota.

Proses urbanisasi yang tidak terkendali menunjukkan adanya
ketidakseimbangan demografi secara keruangan. Urbanisasi merupakan salah satu
proses yang tercepat di antara perubahan-perubahan sosial di seluruh dunia.
Transformasi sosial dan demografis terjadi bersamaan dengan tumbuhnya penduduk
kota dunia sebanyak lebih dari dua kali lipat antara tahun 1950-1960. Sekitar tahun
1975, penduduk kota di dunia jauh di atas garis 1.000 juta. Urbanisasi dan pertumbuhan
kota dipandang sebagai suatu indikator modernisasi dan kemajuan.*

Dampak negatif yang ditimbulkan akibat urbanisasi adalah over urbanization,
yaitu kelebihan penduduk. Persaingan hidup yang keras di perkotaan, membuat mereka

yang tidak memiliki memiliki keterampilan atau pun tingkat pendidikan yang tinggi

! Hans Dieter Evers, Sosiologi Perkotaan: Urbanisasi dan Sangketa Tanah di Indonesia dan
Malaysia, (Jakarta: LP3ES, 1964), h. 49.



akan kehilangan peluang untuk mendapatkan penghidupan sebagaimana mestinya.
Wilayah perkotaan tidak terlepas dari masalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan
keadaan dimana seseorang atau kelompok yang tidak mampu memenuhi kebutuhan
hidupnya. Definisi tentang kemiskinan sangat beragam mulai dari sekedar
ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan,
kurangnya kesempatan berusaha, hingga pengertian yang lebih luas yang memasukan
aspek sosial dan moral. Dalam arti sempit, kemiskinan dapat dipahami sebagai keadaan
kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup.

Kemiskinan telah melumpuhkan sendi-sendi kehidupan. Kemiskinan telah
membuat jutaan anak-anak tidak dapat mengenyam pendidikan yang berkualitas,
menghadapi kesulitan, membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak adanya
investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan,
kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus
urbanisasi ke kota. Kemiskinan juga menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan
pangan, sandang dan papan secara terbatas.?

Persaingan hidup yang keras diperkotaan, membuat mereka yang tidak
memiliki keterampilan atau tingkat pendidikan yang tinggi akan kehilangan peluang
untuk mendapatkan penghidupan sebagaimana mestinya. Wilayah perkotaan tidak
terlepas dari masalah kemiskinan apabila pendapatan suatu komunitas berada di bawah

garis kemiskinan tertentu. Kemiskinan juga berarti kekurangan kebutuhan sosial,

2 Adon Nasrullah Jamaludin, Sosiologi Perkotaan: Memahami Masyarakat dan
Problematikanya, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h. 188.



termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk
berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat yang layak.?

Ketidakmampuan seseorang dalam pemenuhan kebutuhannya bisa disebabkan
karena keadaan fisik yang cacat, keterampilan terbatas, pendidikan yang rendah,
bahkan tidak adanya ruang gerak bagi mereka untuk berkreasi dan berinovasi. Keadaan
seperti ini yang menjadi lingkaran yang tak berujung bagi masyarakat miskin. Tidak
adanya kesempatan bagi mereka untuk memiliki ruang gerak mengakibatkan mereka
menjadi manusia yang tidak produktif. Hasilnya mereka akan tetap pada garis
kemiskinan.

Salah satu masalah dari kemiskinan akibat urbanisasi adalah banyaknya jumlah
pengemis dan gelandangan. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam
keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat,
tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup
mengembara di tempat umum (Pasal 1 angka 1 PP 31/1980). Sedangkan pengemis
adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka
umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang
lain. (Pasal 1 angka 2 PP 31/1980).

Meski demikian PP 31/1980 tidak memuat mengenai sanksi terhadap pengemis
dan gelandangan. Hal-hal yang diatur dalam PP 31/1980 diantaranya soal usaha

preventif dan usaha represif yang dilakukan pemerintah. Dalam menanggulangi

3 Alfiasari, dkk, Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin, (Jakarta: Fakultas
Ekologi Manusia IPB, 2015), h. 33.



gelandangan dan pengemis.* Permasalah pengemis dan gelandangan merupakan salah
satu permasalahan sosial yang sulit ditangani. Banyaknya jumlah gelandangan dan
pengemis yang kerap kali terlihat memadati setiap perempatan dan ruas-ruas jalan
utama bukan hanya tidak sedap dipandang, melainkan juga menjadi isu serius yang
perlu dicarikan jalan keluarnya bersama.

Munculnya gelandangan dan pengemis tidak hanya menjadi masalah di negara-
negara berkembang seperti Indonesia, Filipina, Bangladesh atau Thailand. Kasus yang
sama juga terjadi pula di negara maju. Adanya pengemis dan gelandangan cukup
meresahkan masyarakat. Banyak yang menganggap bahwa adanya gelandangan dan
pengemis sangat mengganggu masyarakat. Keberadaan mereka bisa saja
mengakibatkan masalah kejahatan.

Masalah-masalah inilah yang nantinya keberadaan mereka benar-benar tidak
diharapkan oleh masyarakat lain. Pemerintah berupaya menanggulangi masalah
pengemis dan gelandangan. Pemerintah dan swasta berkewajiban menyelesaikan
permasalah penanggulangan ini sehingga dapat disatukan dalam visi besar, yakni
pemberantasan pengemis dan gelandangan demi terciptanya kedamaian dalam
kehidupan masyarakat.

Salah satu upaya penanganan pengemis dan gelandangan adalah penanganan
mereka melalui Balai Rehabilitasi Sosial. Pada penanganan dengan Balai Rehabilitasi

Sosial, pengemis dan gelandangan di sediakan tempat tinggal dengan sarana dan

4 Ilman Hadi, Sanksi Hukum Bagi Pengemis dan Pemberi Uang Kepada Pengemis, (Jumat, 6
Juli 2012), https://m.hukumonline.com, diakses Pukul 18.55.
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prasarana lengkap, yang dihuni oleh beberapa keluarga. Bertujuan untuk terciptanya
komunikasi yang baik antara satu pihak dengan pihak yang lain terutama masalah
motivasi untuk segera bangkit dari kehidupan menggelandang sehingga diharapkan ada
kemauan dari para pengemis dan gelandangan untuk berubah. Kebersamaan dalam
balai dan diimbangi dengan keterampilan yang diberikan menjadikan pengemis dan
gelandangan menguasai keahlian tertentu yang nantinya akan bermanfaat dan dapat
dikembangkan sebagai model keterampilan dalam membuka usaha dan peluang kerja.s
Di dalam balai Rehabilitasi Sosial Pangudi Luhur mencakup beberapa tahapan
bimbingan sosial salah satunya yaitu terapi bimbingan vocational dan life skill
(keterampilan). Para gelandangan dan pengemis yang berada di balai ini merupakan
hasil dari penjaringan satpol pp yang dilakukan oleh beberapa dinas sosial lainnya yang
berada di Jawa Barat oleh karena itu dari dinas yang terkait mereka dirujuk ke Balai
Rehabilitasi Sosial Pangudi Luhur Kota Bekasi khusus gelandangan dan pengemis.
Yang bertujuan untuk memberikan bekal kehidupan mereka ke depan, yang
nantinya agar mereka tidak kembali menjadi pengemis dan gelandangan lagi.
Kemudian di balai para gelandangan dan pengemis mereka di perbolehkan memilih
keterampilan yang di sediakan oleh balai sesuai minat dan bakat kemudian juga sesuai
dengan hasil assessment yang dilakukan oleh para pekerja sosial yang berada di

lingkungan balai.

5 Zainal Fadri, “Upaya Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis Sebagai Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Yogyakarta”, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam,
Volume 11 No 1, (2019), h. 10-11.



Dalam program bimbingan keterampilan di ajarkan oleh satu orang instruktur,
jadi setiap kelas keterampilan hanya diajarkan oleh satu orang instruktur dan dalam
proses keterampilan mereka diajarkan berbagai macam keterampilan yang terkait. Oleh
karena itu, dalam program keterampilan yang di berikan oleh balai apakah dalam
proses dan hasilnya efektif dan apakah hasil keterampilan yang di dapat oleh para
gelandangan dan pengemis setelah keluar dari balai mampu menjadikan mereka lebih
mendiri dan mau usaha tanpa harus menjadi gelandangan dan pengemis lagi.

Hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk meneliti fenomena tersebut,
karena keberadaan Balai Rehabilitasi di lihat dari tupoksinya seharusnya dapat
memberikan hasil yang baik terutama perubahan para pengemis dan gelandangan
ketika sudah keluar dari balai dan dapat mejadi wadah dalam menanggulangi masalah-
masalah sosial yang ada di masyarakat khusunya para penyandang masalah
kesejahteraan sosial.

Pada dasarnya balai rehabilitasi sosial dapat diartikan sebagai salah satu cara
untuk mengatasi masalah yang ada di dalam masyarakat untuk menanggulangi para
pengemis dan gelandangan agar nantinya dapat meningkatkan potensi yang ada dalam
diri para pengemis dan gelandangan sehingga mampu mandiri dan membuka peluang
untuk bekerja tanpa harus menjadi pengemis dan gelandangan lagi.

Melihat dari kondisi para pengemis dan gelandangan untuk mengubah
kehidupannya yang semakin baik maka mendorong peneliti untuk meneliti peranan

balai rehabilitasi sosial dalam mengatasi persoalan pengemis dan gelandangan dengan



fokus pada Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan dan Pengemis (BRSEGP)

“Pangudi Luhur” Kota Bekasi.

1.2.  ldentifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dan masalah yang telah diuraikan di atas, peneliti
dapat mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini mengenai peranan balai
rehabilitasi sosial yang mana balai rehabilitasi sosial menyediakan program bimbingan
keterampilan untuk para gelandangan dan pengemis dengan tujuan memberikan bekal
kehidupan kepada mereka ke depannya serta memberikan perubahan untuk mereka.
Dan nantinya akan berdampak bagi mereka yaitu hasil ketika mereka mengikuti
bimbingan keterampilan dengan hasil yang di dapatkan nantinya para pengemis dan
gelandangan akan merubah kehidupan mereka sehingga mampu hidup secara mandiri

dan berkarya sesuai dengan norma-norma dalam masyarakat.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana program-program pembinaan keterampilan di Balai Rehabilitasi
Sosial Eks Gelandangan dan Pengemis (BRSEGP) bagi pengemis dan
gelandangan?

2. Bagaimana faktor penghambat bagi Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan
dan Pengemis (BRSEGP) “Pangudi Luhur” Kota Bekasi dalam memberikan

keterampilan kepada para pengemis dan gelandangan?



3. Bagaimana hasil dari pemberian keterampilan Balai Rehabilitasi Sosial Eks
Gelandangan dan Pengemis (BRSEGP) “Pangudi Luhur” Kota Bekasi kepada

para pengemis dan gelandangan?

1.4.  Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan;

1. Untuk mengetahui bagaimana program keterampilan yang dilakukan oleh Balai
Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan dan Pengemis (BRSEGP) “Pangudi
Luhur” Kota Bekasi kepada para pengemis dan gelandangan.

2. Untuk mengetahui faktor penghambat bagi Balai Rehabilitasi Sosial Eks
Gelandangan dan Pengemis “Pangudi Luhur” Kota Bekasi dalam memberikan
keterampilan kepada para pengemis dan gelandangan.

3. Untuk mengetahui hasil dari pemberian keterampilan Balai Rehabilitasi Sosial
Eks Gelandangan dan Pengemis (BRSEGP) “Pangudi Luhur” Kota Bekasi

kepada para pengemis dan gelandangan.

1.5.  Kegunaan Penelitian
Penelitian ini setidaknya memiliki manfaat atau kegunaan sebagai berikut;
1. Kegunaan secara akademis
Secara umum, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam hal ia
dapat menambah khazanah kajian tentang masalah perkotaan. Secara khusus,
penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian yang berkaitan dengan

peranan balai rehabilitasi sosial.



2. Kegunaan praktis
Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pengambil kebijakan baik
pemerintah maupun non-pemerintah dalam upaya menangani persoalan

gelandangan dan pengemis di perkotaan.

1.6. Kerangka Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Robert K Merton tentang
Fungsionalisme Struktural Menurut Merton, objek analisa sosiologi meliputi fakta
sosial seperti: peranan sosial, pola-pola institutional, proses sosial, organisasi
kelompok, pengendalian sosial dan sebagainya. Teori ini lebih memusatkan perhatian
pada fungsi suatu fakta sosial terhadap fakta sosial lain.

Fungsionalisme struktur memandang masyarakat sebagai satu sistem yang
terdiri saling berhubungan satu sama lain dan bagian yang satu tidak akan dapat
berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain. Bila terjadi perubahan pada
satu bagian akan menyebabkan ketidakseimbangan atau ketidaksesuaian dan dapat
menyebabkan perubahan pada bagian lainnya.

Menurut Merton, teori fungsional struktur mendefinisikan fungsi sebagai
konsekuensi-konsekuensi yang dapat diamati yang menimbulkan adaptasi atau
penyesuaian diri dari sistem tertentu. Merton mengembangkan gagasan tentang
disfunction. Konsep Merton tentang disfungi meliputi dua pikiran yang berbeda tetapi

saling melengkapi. Pertama, sesuatu bisa saja mempunyai akibat secara umum, selain
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itu juga mempunyai akibat yang secara umum tidak berfungsi. Sesuatu bisa saja
memiliki akibat-akibat yang mengurangi adaptasi atau penyesuaian diri dari sistem
tersebut.

Merton membedakan fungsi menjadi dua yakni fungsi manifest dan fungsi
laten. Fungsi manifest adalah fungsi yang diharapkan. Sedangkan fungsi laten adalah
fungsi yang tidak diharapkan.® Merton menjelaskan bahwa, akibat yang tak diharapkan
tak sama dengan fungsi laten. Merton menunjuk kan bahwa struktur mungkin bersifat
disfungsional untuk sistem secara keseluruhan, namun demikian struktur itu tetap
bertahan hidup.

Dalam konteks penelitian ini, konsep fungsionalisme struktural Merton diatas
akan diterapkan sebagai berikut:

Pertama, fungsi adalah konsekuensi-konsekuensi yang dapat diamati yang
menuju adaptasi atau penyesuaian dalam suatu sistem. Dalam hal ini fungsi dari balai
rehabilitasi sosial dibentuk dalam upaya menanggulangi pengemis dan gelandangan
dalam meningkatkan keterampilan serta memberi bantuan sosial kepada para pengemis
dan gelandangan, berupa keterampilan serta bimbingan mental.

Kedua, disfungsi sebagai sebab negatif yang muncul dalam penyesuaian sebuah
sistem. Dalam peranan balai rehabilitasi sosial dalam meningkatkan keterampilan
pengemis dan gelandangan. Apabila tidak dapat meningkatkan keterampilan bagi para

pengemis dan gelandangan, maka telah terjadi disfungsi pada struktur sosial ini.

¢ George Ritzer, Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda, (Jakarta: CV Rajawali, 1985), h. 26.
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Ketiga, fungsi manifest ketika sesuatu yang dikehendaki penuh dengan segala
rancangan yang memang sudah direncanakan sehingga hasilnya pun sesuai dengan
keinginan. Melalui peranan balai rehabilitasi sosial dapat membantu dalam pelatihan
keterampilan bagi para pengemis dan gelandangan dengan tujuan agar para pengemis
dan gelandangan tidak balik lagi ke jalan, dan mau berusaha mandiri dan dapat diterima
di tengah masyarakat.

Keempat, Fungsi latent terjadi pada saat keadaan yang tidak dikehendaki atau
hal yang tak diinginkan itu terjadi dalam hal ini yaitu melalui peranan balai rehabilitasi
sosial dalam meningkatkan keterampilan bagi para pengemis dan gelandangan
beberapa terjadi permasalahan mengenai para pengemis dan gelandanga ketika berada
dalam lingkungan balai mereka banyak yang kabur.

Kelima, keseimbangan (equilibrium), dengan melihat kedaan yang terjadi dapat
menyeimbangkan bagaimana pola-pola ataupun tahapan-tahapan cara menyelesaikan
suatu permasalahan sehingga dapat menemukan jalan keluarnya (solusinya) untuk
mencapai suatu keseimbangan.

Berdasarkan kerangka berfikir yang peneliti jabarkan diatas, maka dapat

digambarkan kerangka berpikir sebagai berikut:
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